
BUPATI LAMANDAU 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI LAMANDAU 
NOMOR a-.3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG 
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IJIN BELAJAR, 
TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAKUAN GELAR BAGI CALON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATENLAMANDAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Surat Edaran 
menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi 
Nomor 04 Tahun 2013 ten tang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin 
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengubah 
dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Bupati 
Lamandau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan 
Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Tugas 
Belajar, Keterangan Pendidikan Dan Pengakuan Gelar Bagi Calon 
Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamandau; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Nomor 
3851); 

3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23' Tahun 2014 
tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 56794); 

7. Peraturan Pemerinta.h Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4332); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerinta.h Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 

9. Peraturan Pemerinta.h Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 
Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Nomor 192 ). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LAMANDAU N0M0R 06 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
DAN PERSYARATAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IJIN 
BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN DAN 
PENGAKUAN GELAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
LAMANDAU 



Pasal I 

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Togas Belajar, 
Keterangan Pendidikan Dan Pengakuan Gelar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2017 Nomor 508), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Ijin Belajar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9, diusulkan oleh SKPD sebelum 
yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan. 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pemerintah daerah tidak menanggung biaya pendidikan bagi PNS Ijin Belajar. 

(2) PNS ljin Belajar dapat menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain dan 
atau pihak ketiga. 

(3) PNS ljin Belajar yang mendapat bantuan pendidikan dari pihak lain dan atau 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib m endapat persetujuan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. 

Diundangkan di N anga Bulik 
pada tanggal 2.o J wi 2£! < 8 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal W uuli w18 

BUPATI LAMANDAU, 

~~ t 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

~ 
ARIFIN LP. UMBING 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2018 NOMOR 580 


